
KEPIITLISAN MENTERI PERENCANAAN PIMtsANGUNAN NASIONAI/
KXPAI"ABADANPERENCANAA]\*PEMTANGtINANNASTONAL
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TENTANG

PETMBENTUKAN TIM KOORDINASI STLA'EGIS PENGEMIIANGAN EKONOMI DAERAH

Menteri Perencanaan Pembargu[r[ Nasional /
Kepala Badan Perencamal Pembangunan Nasional

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/
Kf, PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,

Menimbang bahwa pcngenrbalgan ekononri l('kai dan daelah adalah upaya
pefiant'aatan dan pelgembargan sumbel daya lokal rnelalui
peningkatan ploduktivitas usaha, akses yang lebih baik kc pasar,

sarana dan prasarana, modal usaha, inlormasi dan teknologi, serta

rnendoronS peningkatan nilai tambah ba:'k o lhr n].a|pun oft'
ti t'nt, i11t'Jk peningkatan penclapatan dan penciptaan kesempatan

kerja, selta mcncapai daya sain8, da peningkatan kesejahteraan;

bahwa dalam r4ngka mcndorollg kireria pengerlbangan ekonomi
lokal dan daemh yang merupakan sinergi dan kerja sanu lintas
sektor, lintas pclaku, darl lintas claerah, diperlukan upa_ya

sinklonisasi dan koordinasi yang lcbih baik dalant perencana-t!11.

pelaksanaan. nlonitoti,E- daii craluasi plo8rarll-proSram
penlbangunan yanS tcrkait dengan ytry;embangan ekononi lokal
dan daerah;

bahwa berdasarkan pertifl$angan seba8aimana dimaksud dalam

huruf a dan hu[lf b, telah ditetapkarl Keputusan Mente
l'erencanaarl Penbangunan Nasional/Badan Perencanaa]1

Pembangrrnan Nasional Nomor KEP.,18 /M.PPN*/HK/06/ 2010
tentang Perubahan Atas kepurusa-n Mentei'i Pelencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perelrcanaan PenlbanSunan i\*asio11al

Nonlor KEP.l6IA4.PPN/HK/A2/2A10 tentanS fen$entukan Tim
Koordinasi Sirategis Pengembargan Ekononli Daerah;

bahwa denlian diixkukannya reshukturisasi di Kentellteliatl terkait
per'lu Memperbaharui keang3ohan Tinl Koordirasi Stlaiegis

PengenlbarlSan Ekono i Daelah sebagail]lana dirMksud dalan1

hurul c;

bahwa pejabat yang namanya tercarltunl d4lam Lampjran I(eputusan

iri dran&gap maxrpu dan ntemenuhi [,ersyardtafl ufltuk dnduk dan

nlelak-sanakan
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nelakranakan tutas s€bagai anggota Tim Koordinasi Strategis
Penge mbaflgan Ekonomi Daerahi

Undaflg-Undang Nomor 10 Tahur 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran

Negala Republik Iadonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan
l,embaran N"eg4ra Republik Indonesia Nomor 5167);

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2AO2 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembarafl Negara
Republik Ifldonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tafibaha[ lefiiba%n
NeSara Republik lndonesia Nomor 4272) sebala::rnana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 53
Tahun 2010;

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahw] 2OOZ

Perencanaan Pembangunan Nasional;
tentan8 Badan

Peraturan Prcsiden Nomor 47 Tahun 2009 tentaflg Pembentukah
dan OrSanisasi Kementerian Negara;

Pemturan Menteri NeSara Perencanaall Peftbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembanglrnan Nasional Nomor
PER. 004/M.PPN/09 / 2007 tentang Pedoman Pert]'l.Nun4n Rencana
Anggaran dan Biaya (R.48) Kegiatan di Kententerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional,/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,
teraklir del18al1 Peraturan Menteri Negara Pere canaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasioflal Nomor
PER. 005/M.PPN/ 10 /2007 terttanl Organisasi dan Tata Kerja
Kementeriah Negara Perencana.4n Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :
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Menetapkall

PERTAMA

An:gola

KEruTUSAN MENITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KTPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
fiNTANG PEMBENTTIKAN TIM KOORDINASI STRAfiGtS
PENGII,IBANGAN IKONOMI DAf, RAH.

TiIl1 Koordinasi Stmtegis Pengembangan Ekonomi Daerah untuk
selanjutnya disebut Ti Koordinasi Strategis, teMiri atas Peflanggu g

Jawab Kegiafan, Ketua fim Pelaksana, Sekretaris Tim Pelaksana, dan
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KEDT]A

KETIGA

KEIMfAT

K[LINtrA.

KEINAM

Anggota Tim Pelaksan4 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
disebutkan dalanr LarrFir/n Kepulusan rn..

Penanggun8 Jawab KeSiatan be an8gung jawab atas substansi dan
pelaksanaan tuSas Tim Koordinasi. Ketua Tim Pelaksana bertuga.s untuk
menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas'tugas Tinl Koordinasi serta
melapor kepada Peranggung Jawab Kegiat^n. Sekrriaris Tint Pelaksana
bertugas membantu Ketua Tim Pelaksalla. Anggota Tim Pelaksana bertugas
sebagairnana disebutkan sebagai tugas Tim Koordinasi sesuai dengan
keahlian dan bidangnya masinS-ft asin8.

Tim Koordinasi bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan
hasil kerjanya kepada Menter.i Pereflcanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tim Koordinasi beftugas:

a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peiencanaan, pelaksanaan
dan pergembangan progtam,progrant yang terkait dengan
pengenrbangan ekonomi lokal dan daerah;

b. melaksanakan koordirasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan
daerah terkait dengan pengembangan ekonomi lokal dan daerah;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi terkait
dengan proSram-pro8ram, kebijakan, tata aturan, dan hal-hal terkait
pengembanSan ekonomi lokal dan daerah;

d. melalaanakan sosialisasi konsep kebijakan, aturan, pendekatan
penyelesaian masalah, contoh-contoh pembelajaran, dan informasi
terkait pengembanSan ekonomi lokal dan daerah;

e. melal(sanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program-
pn)gram pengenlbangan ekonomi lokal dan daerah;

f. melaksanakan koordinasi, evaluasi, dan menlberikan rekomefldasi
solusi atas isu-isu strateSis pengembaflg4n ekonomi lokal dan daerah
yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi;

g. mempersiapkan Reflcana Kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan
pengembangafl ekonomi lokal dan daerah;

h. menyusun laporan hasil keSiatafl Tim Koordinasi kepada Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

Dalam pelakanaan tuSasrya, Tim Koordinasi dibantu oleh Tenaga

Pendukung dan Tenaga Ahli.

Untuk memfokuskan kooldinasi lintas penunSku kepertingan dalam
pengembanSan ekonomi lokal dan daerah, setiap anggota Tim Koordinasi
ditugaskan dalanr Kelompok herja terkait.

Kelompok Kerja bertugas:

a. mereview kebijakan di masinS-masingbidang yang mendukung
pengembangan ekonomi lokal dan daerah;

KETUJUH

b. memberikan



KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

KESEBELAS

b. menrberikafl masukan masukan kepada Tim Koordinasi Strategis
terkait denSan penyusunan kebijakan pengeftbanSan ekonomi lokal
dan daerah;

c. membantu mendesendnasikan dan mensosialisasikan kebijakan
pengembangan ekonomi lokal dafl daerah ferkait dengan bidang
masiflg-masing;

d. memonitor dan ftengevaluasi pelaksanaan kebijakan, pl.ogram, dan
kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan
bidang masing-masing;

e. sebagai ahli untuk bidaflg terkait;

f. sebaSai wadah untuk koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait
masing-masinS bidang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi akan bekerja sama dengan
Forum pema[8ku KepentinSan Non Pemerifltah (FPNP) yang bertugas
memberikan masukan kepada Tift Koordinasi terkait pengembangan
ekonomi Iokal dan daemh, beranSSotakan pe!.wakilan da duiia uMha
dan asosiasi, per8uru4n tingSi, leftbaga penelitian, lembaga donor, datl
masyarakzt

Biaya yanS diperlukan untuk pelaksanaafl fugas Tim Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Daerah dibebankan pada An&garan Pendapatan
dan Belanja Ne8ar4 Kemerterial PPN/Bappenas Tahun Anggaran 201 1.

Pad4 saat Keputusan ini mulai bellaku, Keputusan Mente Perencanaan
PembanSunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor KXP.48IM.PPN /HK/O6/201O tentang Perubahan Atas Keprtusafl
Menteri Perencaaaan Pembangunan Nasional/Badan Petercanaatl.
PembanSunan Nasional Nomor KEP. 1 6/M.PPN,/HK,/02 / 201 O tent,.ng
Pembentukan Tift Koordinasi Strategis Pengembangan Ekononli Daer4h
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan ber.laku surut sejak
5 Jar.nati 2O1 1 .

Ditetapkan diJakarta
Wdat^nggal 14 Februa 201l

-4-

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/,4 t"n*o
t-AcP^LARAn

AN PERENCANAAN IINAN NASIONAL, tu
a tL

ARMIDA S. AI,ISJAHI}ANA

Tenlbusan.
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Tembusan Kepuiusan ini disampaikan kepada Yih :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemerika Keuangan;
3. Kepala Badan PenSawasan Keuangan dan PeinbanSunan;
4. DirekturJenderal An88aran, Kemerterian KeuanSan;
5. DirekturJenderal Perbendaharaall, Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Utama, Kemenaerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Llksana, Kementerian PPN/Bappeflas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Tahun An&gatan 2011, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Yang bersangkutan.



LA ,IPIRAN
KXPUTUSAN MENITRI PPN,/KEPALA BAPPENAS
NOMOR Kf,P. 22 /M.PPN/HK/O2/2O11
TANGGAL 14 FEBRUARI 2011

E

SUSUNAN KXANGCO'TAAN
fiM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN EKONOMI DAXRAH

A. PENANGGUNGJAWAB Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah,
Ke lehterian PPN/Bappenas.

Dilektur Perkoiaan dan Perdesaan, Kenlenterian
PPN/Bappenas.

Iosubdit ASrr]politan dan Transmigrasi, Direktorat
Perkotaan dan Perdesaan, Keftenterian
PPN/Bappenas.

TIM PEI,AKSANA
1. Kefua

merangkap an&lota

2. SekrctaIis
merangkap anSsota

3. AngSota

a. Kelompok Kerja PengembanSan Kawasan dan
Kerjasama :

1. Direktur Usaha dan Budidaya, Dirjen
Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

2. Direktlrr PengembanSafl Usaha
Penargkapan Ikan, Dirjen Perikanal
Tangkrp, Kementerian Kelautan dan
Perikanan:

3. Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah,
Dirjen Bina Pembanguflan Daerah,
Kementerian flahm Negeri;

4. Kasubdit Indust Produk Logam, Alat
AnSkut, dan Kreafif Telematika, Direktur
Industri Kecil dan Menengah Wilayah l,
Dirjen Industri Kecil dan Menengah,
KementerianPe ndustrianl

5. Kepala Satuan Kerja ASropolitan,
Kemenierian Pekerjaan Umum;

6. Kasubdit Industri Produk Lo8am, Alat
Angkut, dan Kreatif Telemaiika, Direktur
Industri Kecil dan MenenSah Wilayah III,
Dirjen lndushi Kecil dan MenenSah,
Kementeriafl Perifldust afl;

7. Dr. Totok Hari Wibowo, Staf Asisten Deputi
Urusan Peftberdayaa[ Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, dah lndustri Pariwisata,
Kemen ler ian Koordrnator ferekonomran;

8. Zullakar ...
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8. Zulfakar, S.Koft, ME, Direktorat Perkotaail
dan Perdesaan, Kementedan PPN/Bappenas;

9. Tasliman Solihin, ST, MP, Direktorat
Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

b. Kelompok Kerja Peningkatar Akses

Infrasiruktur:
l Direktur Kawasan Khusus dan Daerah

Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Sekretaris Direktorat Jederal PZKI,

Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

3. Direkiur Pengembangan Permukiman,
Direktorat Jenderal Cipia Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum;

4. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya,
Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian
Kelautan dafl Perika ah;

5. Asisten Deputi Urusan Infrastruktur
Ekonomi, BidanS Peningkatan Infrastruktur,
Kementedan Pembangunan Daerah
Tertinggal;

6. Kasubdit Perkotaan, Direktorat Perkotaafl
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Drs Edid Erdinan, I4.Si, Direktur Perkota4n
dan Perdesaan) Kementerian PPN/Bappenas;

8. Aniarani Andita, ST, Direktolat Perkotaan
dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kelompok Kerja PeninSkatan Kapasita,s Sumber
Daya Marlusia dan fasilitasi :

1. Direktur Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
Kecil d^i Menengah, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Sekretaris Badan Penlruluhan dan
PenSelnbanSan Sumber Daya Manusia,
Kementerian Pertanian;

:1. Kepala Balai Besar PenSkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertallian, Badarl
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Kementerian Pertanian;

4. Direktul lndust Kecil dan Menengah dan
Mel1engah Wilayah l, Di4en Industri Kecil
dan Menengah, Kementerian Perindustria[;

5. Dircktur ...
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5. Dii€ktur lndustri Kecil dan Menengah dan

Meireflgah Wilayah IIl, Dilien Industri Kecil
dan Menergah) Kementerian Perindustrian;

6. Asistefl Deputi Urusan Restrukturisasi
Usaha, Deputi Bidan8 Pentembantan dan
Restruktudsasi Usaha, Kementedall
Kope1?si dan UKM;

7. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Usaha
Miko, Kecil dan Menengah, dafl Indust
Pariwisata, Kementerian Koordinator
Perekonomian;

8. Direktur Kredit, BP& UMKM, Direktorat
Sektor Perbatkan, Bank Indonesia;

9. Asisten Deputi Urusan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, Depufi Bidang Pembinaan
Ekonomi dafl Dunia Usaha, Kementerian
Pembangunafl Daerah Tertinggal.

d. Kelonlpok Kerja Peningkatan Tat4 Kelola
Ekonomi Daerah :

1. Direktur Otononi Daerah, Deputi Bidang
Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian
PPN./Bappenas;

2. Direktur Pasca Panen Tananan Pangan,

Dirjen Tanaman Pangafl, Kement€da11

Perfanian;

3. Direktur Pasca Panen dan Penbinaan
Usaha, Dirjen Perkebunan, Kementerian
Pertanian;

4. Direktur Pengolahan Hasil Peltanian Di4en
Pen8olahan dan PenraMran Hasil Perianian,
Kenenterian Pertanian;

5. Direktu[ Pengolahan Hasil, Dirjen
Pengolahan dan Pemasaran, Kementerian
Kelautan dan Perikanan;

6. Direkfur Usaha Ekonomi Majyarakai,
Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dafl Desa,

Kementerian Dalanr NeSeri;
7. Kasubdit PerdeMan, Direktorat Perkotaan

dall Perdesaan, Kementerian PPN/Bappefl as;

8. KasLlbdit PenSembanSan Potensi Ekonomi
Daerah, Direktur PenSembangan Ekonomi
Daerah, Dirjen Bina Pembangunall Daerah,
Kementerian Dalam NeSeri;

9. Kasubclit



C. TENACA PENDUKUNG

9. Kasubdit PendukunS Usaha dar
KewiEusahaan, Direktorat Pemberdayaan
(operasi dan Usaha Kecil dan Menen8ah,
Kementerian PPN/Bappenas;

10. Kepala BidanS Restrukturisasi Pendanaan,

Asdep Pen8enlbangan RestrukturiMsi
Usaha, Deputi Bidang Pengembangan dan
Restrukturisasi Usaha, Kementerian
Koperasi dan UKIVI;

11. Citra Sawita A,furni, SE, Direkorat
Perkot an dan Perdesaan, Kemenferiafl
PPN/Bappenas.

1. EIna Gustina Norrista, SP, Direktorat Perkofaah
dan Peldesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Syifaa T.esnaningrum, ST, Direktorat Perkotaan
dan Perdesaan, Kemenierian PPN/Bappenas;

3. Zefiyzal, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan,
Kementerian PPN,/Bappenas;

4. Sholihin, Direktorat Perkotaan da PerdeMan,
Kementerian PPN/Bappenas.

UNAN NASIONAL/
T]NAN NASIONAL, W

t /
ARVtIDA S. ALISJAI IBAI\-A


